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Komlsl D DPRD ]ateng Soroti Pa]ak ]alan d1 Kota Magelang

TRIBUNJATENG.COM, SEMARANG - Komisi D DPRD Provinsi Jateng menyoroti pengelolaan pajak jalan di Kota
Magelang setelah Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK mencatat sejumlah temuan.

DPRD Jateng juga menggelar pertemuan dengan DPU BMCK di Balai Bina Marga Magelang, beberapa waktu
lalu.

Hal tersebut sebagai tindak lanjut temuan LHP BPK oleh Komisi D DPRD Jateng.

Dijelaskan Ketua Komisi D, Nur Saadah, pertemuan bersama DPU BMCK untuk mengetahui apa saja yang
sudah dilakukan untuk menindaklanjuti rekomendasi BPK terkait APBD 2023.

"Khususnya pendataan ulang wajib retribusi yang memanfaatkan jalan provinsi. Selain itu, perlu ada
pembaruan sistem e-retribusi di DPU BMCK,” ujarnya, Minggu (17/11/2024).

Adapun Sugiarto, anggota Komisi D, mengkritik realisasi pajak jalan yang dinilai belum optimal.

Menurutnya realisasi pada 2024 meningkat dibanding tahun lalu, namun harus ada langkah konkret untuk
pengoptimalan.

"Pengecatan jalan juga dan peningkatan jalan menurut kami belum maksimal," katanya.

Tak hanya Sugiarto, Dwi Adi Agung Nugroho Anggota Komisi D DPRD Jateng juga menyoroti pemasangan tiang
internet di sepanjang jalan.

[a mengatakan tiang-tiang tersebut sering kali dipasang tanpa aturan yang jelas.

"Kondisi tersebut merusak pemandangan. Apakah retribusi untuk pemasangan tiang internet ini sudah diatur
secara baik," ucapnya.

Menanggapi berbagai pertanyaan tersebut, Plt. Kepala Balai Bina Marga Wilayah Magelang, Dewa Puji Santoso,
menjelaskan capaian dan kendala yang dihadapi.

Diterangkannya, realisasi PAD 2023 mencapai Rp 717 juta, dan pada 2024 meningkat menjadi Rp 773 juta dari
target Rp 673,73 juta.

Kenaikan tersebut didorong oleh izin baru, termasuk untuk penempatan tiang dan galian pipa.

"Namun, beberapa temuan BPK seperti pembaruan perjanjian kerja sama dan data wajib retribusi sudah kami
laporkan,” jelas Dewa.

Terkait tiang internet, Dewa menambahkan pihaknya hanya menyewakan lahan, baik di atas maupun di bawah
tanah, dengan mekanisme perhitungan berbeda.

Dewa juga berujar DPU BMCK mengutamakan keselamatan dan kenyamanan pengguna jalan.

"Jika pemasangan tiang tidak terkoordinasi, tentu akan mengganggu lalu lintas. Jadi, perlu ada regulasi
tambahan untuk mengatur hal tersebut ke depannya,” tambahannya.
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